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Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menempatkan perangkat
digital sebagai media utama penyimpanan dan pengelolaan data pribadi.

Fenomena kejahatan siber berkembang seiring kemajuan teknologi, salah satunya
melalui praktik penggunaan dan peredaran virtex atau bug digital yang berpotensi
merusak sistem elektronik serta menghilangkan data pribadi.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap sistem elektronik dan data pribadi telah
diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun implementasinya  masih
menghadapi kendala, khususnya dalam aspek pembuktian digital dan konsistensi
penegakan hukum.

Penelitian ini memiliki urgensi dan kebaruan karena secara khusus mengkaji kedudukan
virtex sebagai sarana maupun objek tindak pidana dalam perspektif hukum pidana dan
perlindungan data pribadi.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai praktik penggunaan dan juadl
beli virtex atau bug digital dalam sistem hukum positif Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi?

2. Bagaimana kualifikasi praktik penggunaan dan jual beli virtex sebagai
tindak pidana dalam perspektif hukum pidana, khususnya terkait dengan
pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dan
pertanggungjawaban pidana pelakue

3. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap prakitik virtex dalam
melindungi integritas sistem elektronik dan hak atas data pribadi di
Indonesia?
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Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative
legal research) dengan menerapkan Pendekatan Perundang-undangan
(Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).
Bahan hukum primer meliputi KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo.
Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi (UU PDP). Bahan hukum sekunder seperti literatur, artfikel jurnal, buku
hukum, dan pendapat ahli yang mendukung penelifian ini. Analisis bahan
hukum menggunakan analisa deduktif.




* Praktik penggunaan dan peredaran virtex dapat dikualifikasikan sebagai
tindak pidana siber apabila memenuhi unsur perbuatan tanpa hak,
melawan hukum, dan menimbulkan kerugian terhadap sistem elektronik
maupun data pribadi.

* Pengaturan hukum menunjukkan adanya peran komplementer antara
regulasi perlindungan sistem elektronik dan perlindungan data pribadi.

* Ditemukan bahwa hambatan utama penegakan hukum terletak pada
aspek teknis pembuktfian digital dan keterbatasan sumber daya
aparatur.




Virtex diposisikkan sebagai sarana tindak pidana ketika digunakan
dengan fujuan merusak sistem elektronik atau menghapus data
pribadi.

Penilaian unsur tindak pidana menitikberatkan pada unsur akses tanpa
hak, perusakan sistem, penghilangan data, serta adanya kesengajaan.

Efekfivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh kapasitas forensik
digital, keseragaman penafsiran norma hukum, serta koordinasi antar-
lembaga penegak hukum.

Diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan literasi  digital
masyarakat guna mendukung perlindungan hukum yang optimal.




Temuan Penting Penelitian

Virtex memiliki  kedudukan hukum sebagai instrumen
kejahatan siber meskipun tidak disebutkan secara eksplisit
dalam peraturan perundang-undangan.

Terdapat potensi penerapan regulasi yang bersifat
komplementer dalam menjerat pelaku.

Hambatan penegakan hukum terutama berkaitan dengan
pembuktian digital dan perbedaan penafsiran norma.

Penguatan kapasitas teknis aparat dan pedoman penafsiran
hukum menjadi kebutuhan mendesak.
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Manfaat Penelitian

Penelitian ini  diharapkan memberi manfaat baik bagi
pengembangan iimu hukum maupun penerapannya. Secara
teoretis, penelifion Ini dapat memperkaya pembahasan
mengenai hukum pidana siber dan perlindungan data pribadi,
khususnya terkait praktik virtex. Secara praktis, hasil penelitian ini
dapat menjadi rujukan bagi pembentukan kebijakan aparat
penegak hukum dalam menilai unsur tindak pidana dan proses
pembuktian digital. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat
bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum serta
kehati-hatiaon dalam menjaga data pribadi dan keamanan
sistem elektronik.
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